
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaU

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MEI{TLRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAI,/

KEPALA BADAN PERINCANAAN PXMBANGUNAN NASIONAI
NOMOR KEP.zO / M.PPN / HK/ 02 / 20 1A

'ILNTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI S'TRAT}]GIS PERC}]PATAN PEI.AKSANAAN

BIDANG PEMBANGT]NAN DISA DAN KAWASAN PERDESAAN

MENI'IRI PERDNCANAAN PEMI]ANGI.]NAN NASIONAI,/
KI]PAIA BADAN PDRINCANA N P};MBANGUNAN NASIONAL,

Menirrrbang a. bahwa dalanr rangka mendorong pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2O14 tentall8 Desa yang melupakan sinergi

dan kerja sanra lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas daerah,

perlu dilakukan peningkatan petnbangunan desa dan kawasan

perdesaan;

b. bahwa dalanr rangka mendorong kitrerja PentbanSunan Desa

dan Kawasan Perdesaan, diperlukan upaya sinkronisasi dan

kooldinasi yang lebih baik dalam perencanaan, pelaksanaan,

rrronitoring, dan evaluasi proSraln-proSraur pentbangunan

yang terkait dengan Per.nbangunan Desa dan Kawasan

Perdesaan;

c. bahwa berdasarkan pertinrbangan sebagaimana dinuksud
dalanr humf a dan huruf b, perlu lllenlbentuk Tim Koordinasi

Shztegis Percepatan Pelaksanaan Bidang Pembangunan Desa

dan Kawasan Peldesaan;

d. balrwa pejabat clan pegawai yang nam nya tercantunt dalatn

Iampiran Keputusan ini dianggap ntatrtpu dan nlemenuhi
persyaratan utrtuk duduk dan ntelaksanakan tugas sebagai

anSSota Tirn Koordinasi Stl'ateSis Percepatan Pelaksanaan

Biclang Penrbangunan Desa dan Kawasan Perdesaan;

1. Undang-UndanS Nonlor 15 Tahun 2077 tentang AnSgaran

Pendapatan dan Belanja NeSara Tahun AnSsaran 2018
(lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20 1 7 Nonlor 233,

Tambahan Lembat'an Negara Republik lndonesia Nomor 61 38);

Men8irlSat

2. Undang-Undang . ..
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Menetapkan

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2074
tentanS Desa (lrmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2014 Nomor 7 ., Tanrbahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nontor 45 Tahun 2073 tentangTata Caru
Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;

4. Peratwran Presiden Nomor 2 Tahun 2075 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20 1 5 -2019;

5. Peraturan Presiden Nonlor 7 Tahun 2075 tentang Or.ganisasi
Kementerian Negara;

6. Peratrtran Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perencanaan Pentbangunan Nasional;

7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2075 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah
dengan Peratutan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

8. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2018;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4
Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Petencanaan Pembangunan Nasional/Badan Petencanaan
Pembangunan Nasional *bagaintana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun
2077;

l0. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasiona[ Nomor 5

Tahun 2016 tentan8 Perenc anaan, Pelaksanaan,, Pelaporan,
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggatan;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PERCEPATAN PELAKSANAAN BIDANG PEMBANGUNAN
DESA DAN KAWASAN PERDESAAN.

PERTAJVA .. .
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PERTAJVA Membentuk Tim Koordinasi Strategis Percepatan Pelaksanaan

Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan untuk
selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa

dan Kawasan Perdesaan, dengan susunan keanggotaan

xbagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Tim Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan

Perdesaan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim
Pelaksana dan T enaga Pendukung.

Tinr Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan,, mengawasi,

membimbing, dan memantau kenujuan dan memberi saran
penrecahan atas pernusalah an pelaksanaan kegiatan.

Penanggung Jaw ab bertugas:

a. menrberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tint
Pelaksana; dan

b. nrelaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang
dilakukan oleh Tim Pelaksana.

Tim Pelaksana bertugas:

a. men)rusun kebijakan umum dan rencana kerja Tim Koordinasi
StrateSis Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaanl

b. menyusun konsep kegiatan percepatan pelaksanaan bidang
pembangunan desa dan kawasan perdesaan untuk mendukung
Undang-Undang Nonlor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

c. melaksanakan koordinasi dan sosialisasi RPJMN 2015-2019
dengan Keruenterian / kmbaga terkait, Pemerintah Daerah, dan
para pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mendorong
dan menyelesaikan masalah-masalah pnrbangunan desa dan
kawasan perdesaan, serta vpaya mendorong Wrcepatan
pembangunan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2O74 tentanS Desa;

d. melaksanakan koordinasi sinkronisasi indeks desa dalam
rangka pe.ncapaian sasaran pembangunan Desa yanS valid dan
dap at dipe rtanggungtr aw abkan;

e. melaksanakan penuntauan dan evaluasi perencanaan dan
plaksanaan proSram pembangunan Desa dan Kawasan

Perdesaan untuk mendukung keterkaitan Kota-Desa;

f. melaksanakan reviu terhadap peraturan perundangan,

kebijakan, program, dan kegiatan, contoh-contoh
pembelajarun, serta kesepakatan bersama yang terkait dengan

pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaanl dan

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELLVA

8. menyusun . ..
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g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Tim
Koordinasi Strategis Pembangunan Desa dan Kawasan
Perdesaan kepada Tim Pengarah melalui penanggung Jawab
KeSiatan.

KEENAM : Ten ga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim pelaksana dalam
pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretar iatan dan tugas lain yang diberikan
oleh Tim pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan daram rangka peraksanaan tugas Tim
Koordinasi Strategis pembangunan Desa dan Kawasan perdesaan
dlbebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Negara
Kementerian ppN/Bappenas Tahun Anggaran ZO 1 g.

KEDELAPAN : Keputu*n ini berlaku sejak tanggar ditetapkan dan berlaku surut
sejak tznggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan cli Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2018

MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAIA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

=
RR. Rita Erawati

ttd



SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PERCEPATAN PEIAKSANAAN BIDANG

PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

(ALLNIAII
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTTRI PPN/
KEPAI.{ BAPPENAS
NOMOR KEP.2O / M.PPI.I / HW O 2 / 20 1 8
TANGGAL 20 TEBRUARI 2018

Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama
Baprf-nas.

Deputi Bidang Pengembangan Regional,
Kementerian PPN/Bappenas.

Direktur Daerah Tertirggal, Transmigrasi dan
Perdesaan, Kedeputian Bidang Pengenrbangan
Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam
Negeri;

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa, Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi;

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembangunan Kawasan Perdesaan,
Kenlenterian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi;

Direktur Pe mberdayaan Masyarakat Desa,

Direktorat Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Kenrenterian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan;

A. TIM PENGARAH

Ketua
Anggota

PENANGGUNGJAWAB

TIM PELAKSANA

Anggota

Ketlla
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3

4

5. Direktur ...

B.

c.
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7, Direktur ?erercaraat, f,vaiuasi, dan
Informasi Pembangunan Daerah,
Direktorat Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

6. Direktur Pembiayaan dan Transfer Non
Dana Perimbangan, Direktorat Jenderul
Perimbangan Keuangan, Kementerian
Keuangan;

7. Direktur Keterpaduan Infrastruktur
Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta
Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

8. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi
Terbarukan, Direktorat Jenderal Energi
Baru, Terbarukan dan Korlservasi Energi,
Kementerian Energi dan Sumberdaya
Mineral;

9. Direktur lrfasi Pertanian, Direktorat
Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,
Kenrenterian Peftanlan;

10. Direktur Statistik Ketahanan Sosial,
Kedeputian Bidang Statistik Sosial, Badan
Pusat Statistik;

11. Direktur Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat, Direktorat

Jenderal Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan;

12. Asisten Deputi Bidang Urusan
Pentberday aan Desa, Kedeputian Bidang
Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat,
Desa dan Kawamn, Ken.renterian
Koordinator Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan;

13. Asisten Deputi Bidang Urusan
Pemberdayaan Kawasan Perdesaan,
Kedeputian Bidang Koordinasi
Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan
Kawasan, Kementerian Koordinator
Penrbangunan Manusia dan Kebuday aan;

14. Direktur ...
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"14. Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat
Terpencil, Direktorat Jenderal
Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial;

1 5. Direktorat Penanganan Fakir Miskin
Perdesaan, Direktorat Jenderal
Penanganan Fakir Miskin, Kementerian
Sosial;

16. Kepala Pusat Pelatihan Masyarakat, Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatlhan, dan Informasi, Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasil

77. Kepala Pusat Data dan Infonnasi, Badan
Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan
dan Pelatlhan, dan Informasi, Keruenterian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasil

18. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan
Kesejahteraan Sosial,, Kementerian PPN/
Bappenas;

19. Direktur Perkotaan, Perumahan dan
Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;

20. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;

21. Direktur Pangan dan Pertanian,
Kementerian PPN/Bappenas;

22. Direktur Kehutanan dan Konservasi
Sumber Daya Air, Kementerian
PPN/Bappenas;

23. Direktur Kelautan dan Perikanan,
Kementerian PPN/Bappenas;

24. Direktur Tenaga Kerja dan Perluasan
Kesenlpatan Kerja, Kementerian
PPN/Bappenas;

25. Direktur Pengenrbangan Usaha Kecil,
Menengah, dan Koperasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

26. Direktur Energi, Telekomunikasi dan
Informatika, Kementerian PPN/Bappenas;

27. Direktur Transportasi, Kementerian
PPN/Bappenas;

28. Direktur ...
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28. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat,
Kenenterian PPN/Bappenas;

29. Direktur Pendidikan dan Agafia,
Kementerian PPN/Bappenas;

30. Direktur Alokasi Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

37. Kepala Bagian Perencanaan, Direktorat
Jenderal Bina Pemerintahan Desa,
Kementerian Dalam Negeri;

32. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan
Pembangunan Partisipatif, Direktorat

Jenderal Pembangunan dan Pentberdayaan
Masyarakat Desa, Kementerian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal,
Transmigrasi dan Peldesaanl

33. Kepala SubBagian Penyrrsunan Prqgram l,
Biro Perencanaan, Kementerian Desa,
Pembargunan Daerah Tertinggal,
Transmigrasi dan Perdesaan;

34. Kepala SubBagian Penyrrsunan Anggaran
1, Biro Perencanaan, Kemerlterian Desa,

Pembangunan Daerah Tertinggal,
Transn.rigrasi dan Perdesaanl

35. Kepala Sub Direktorat Statistik Ketahanan
Wlayah, Direktorat Statistik Ketahanan
Sosial, Badan Pusat Statistik;

36. Dra. Hindun Barokah, MA, Direktorat
Daerah Tertir-rggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

37 . Arief Wiroyrrdq S.Kom, MT, MPB
Direktorat Daerah Tertinggal,
Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian
PPN/Bappenas;

38. Diah Lenggogeni, Sl M.Sc, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

39. [r. Kuswiyanto, M.Si, Direktorat Daerah
Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan,
Kementerian PPN/Bappenas;

40. Ir. Heunani ...



D. TENAGAPENDUKUNG

4.o It - Herttatei Wahag M.Se. Pi{e&(e{at
Daerah Tertirggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

41 . Tasliman Solihin, S! MP, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

42. Citra Sawita Murni, SE, MSE, MA,
Direktorat Daerah Tertirggal,
Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian
PPN/Bappenas;

43. Rayi Paramita, SP, Ml Direktorat Daerah
Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan,
Kementerian PPN/Bappenas;

44. Aruminingsih, S.Si, M.Sc, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

45. Erna Gustina Norrista, SB M.Sc, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
P er desaan, Kementerian PPN/Bappenas;

46. Syifaa Tresnaningrum, S! M.Sc, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

47. Andhlka fuzal Pramudia, SE, Direktorat
Daerah Terti4ggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;

48. Dwita Widyaningsih, ST, Direktorat
Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan
Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas.

1. Ade Nurani Sandarus, Kenlenterian PPN/
Bappenas;

2. Samsudin,KementerianPPN/Bappenas;

3- Sholihin, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTTRI PDRENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd
BAMBANG P.S. BRODJOMGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

z

z?'
RR. Rita Erawati
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